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Abstrak 
Mediasi secara umum merupakan upaa penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak  
ketiga sebagai mediator. Prosedur Pelaksanaan mediasi di atur dalam Perma No. 1 Tahun 
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana dalam Perma tersebut di atur secara 
rinsi tahap-tahap pramediasi, dan tahap proses mediasi. Metode penelitian ini adalah 
penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah Yuridis Formal. Sumber data 
penelitian imi adalah sumber data primer yang di peroleh langsung dari orang-orang yang 
bekerja di Instansi tersebut. Hail penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan mediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B telah sesuai dengan Prosedur yang tertuang dalam 
Perma No. 1 Tahun 2016. Faktor yang paling menghambat peluang keberhasian mediasi di 
Pengadilan Agama Pinranf Kelas I-B adalah kurangnya partisipasi para pihak berperkara, 
pada saat pemeriksaan perkara, pihak tergugat tidak hadir setelah di panggil secara patut 
sehingga kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak dapat di lakukan. Sementara 
itu, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B belum efekti, bila di tinjau 
dari jumlah perkara perdata yang terdaftar dengan jumlah yang berhasil di mediasi. 
Kata kunci: Perma, Prosedur, Mediasi. 
 
Abstract 
Mediation in general is an effort to resolve disputes by involving third parties as mediators. 
The procedure for conducting mediation is set out in Perma No. 1 of 2016 concerning 
Mediation Procedures in the Court. Where in the Perma is arranged in detail the pre-
mediation stage and the mediation process stage. This research method is field research, with 
research approaches are: Formal Juridical. Sources of research data are primary data 
sources obtained directly from people who work at the agency. The results of this study 
indicate that the implementation of Mediation in the IB Class Pinrang Religious Court has 
been in accordance with the Procedures set forth in Perma No.1 of 2016. The factor that most 
hinders the chances of successful mediation at the I-B Class Pinrang Religious Court is the 
lack of participation of parties in the judiciary, at the time of the examination the defendant's 
case is absent after being summoned properly so that the obligation to resolve disputes 
through mediation cannot be carried out. Meanwhile, the implementation of Mediation in the 
Pinrang Religious Court class I-B has not been effective, when viewed from the number of 
civil registrations registered with the number that was successfully mediated. 
Keywords: Perma, Procedure, Mediation.  
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A. Pendahuluan  
Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat di jelaskan dalam peraturan 
Mahkamah Agung RI No. 62 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 
1 bahwa Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan di bantu oleh 
mediator. Mediator adalah orang ketiga sekaligus pihak yang bersfat netral dan tidak 
memihak, fungsi mediator membantu para pihak dalam menemukan berbagai 
kemugkinan penyelesaian segketa ( pasal 1 butir  5).1  
Dalam sistem Hukum Islam dikenal istilah islah dan hakam, yang memiliki makna yang 
sama dengan pengertian Mediasi yakni metode penyelesaian konflik dengan jalan 
perdamaian. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
yang menggunakan pihak ketiga, hakam dalam Hukum Islam ini mempunyai kesamaan 
dengan mediator yakni tidak mempunyai kewenangan untuk memutus.   
Dasar Hukum Mediasi dalam Islam di sebutkan dalam Qur’an surah al- Hujurat ayat (9) 
juga dalam surah anNur ayat (35). Adapun dalam as-Sunnah di terangkan dalam hadis 
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 2508 sebagai berikut: 
امٍ  َمرٍ  َعنٍ  َهمَّ َبَرَنا َمع  اقٍ  أَخ  زَّ ورٍ  َعب د ٍ الرَّ َبَرَناَمن ص  َحاقٍ  ب نٍ  أَخ  هٍ  َوَسلَّمٍَ دَّثََناحٍَ إ س   َرس ولٍ  ّللاٍَّ َصلَّى ّللاَّ ٍ َعلَي 
يٍَ ّللاَّ ٍ َعن ه ٍ َقالٍَ : َقالٍَ  لٍ  َبي نٍَ أَب ي ه َري َرةٍَ َرض  د  سٍ  يَع  م  ل ٍ ف يهٍ  الشَّ مٍ  عٍ تَط  نٍ  النَّاس َعَلي هٍ  َصدَقَة ٍ ك لٍَّ َيو   ىس ََلمٍَ م 
ٍ ك لٍ    َصدََقة النَّاس 
“Telah bercerita kepada kami [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada kami 
['Abdur Rozaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'amr] dari [Hammam] dari 
[Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya shadaqah dan setiap 
hari terbitnya matahari di mana seseorang mendamaikan antara manusia maka 
terhitung sebagai shadaqah”   
Menurut Takdir Rahmadi dalam judul bukunya Mediasi Penyelsaian Sengketa Melalui 
Pendekatan Mufakat, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelsaian sengketa antara 
dua pihak atau lebih melalui perundingn atau cara mufkat dengan bantuan pihak netral 
yang tidak memliki kewenangan memutus.2 Dari beberapa penejelasan  di atas mengenai 
                                                
1 Syahrizal Abbas, Mediasi, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 8. 
2 Takdir Rahamdi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada, 2011), h. 12.  
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istilah mediasi,maka dapat di fahami  jelas bahwa mediasi harus melibatkan  pihak 
ketiga yang bersifat netral, tidak berpihak, dan berfungsi sebagai mediator, mediator 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan kemauan para pihak namun 
tetap sesuai dengan pola prosedur yang telah di atur.  
Terdapat dua macam mediasi, mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar lingkup 
pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar lingkup pengadilan di atur berdasarkan 
Undang-undang No. 30 Tahun 1990 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian 
sengketa. Dalam proses penyelenggaraan mediasi pada umumnya bersifat rahasia atau 
tertutup, hanya para pihak yang bersangkutan dan mediator yang dapat mengahdiri 
proses mediasi. Hal inilah yang menjadi nilai tambah dan daya tarik mediasi bagi 
sebagian orang yang tidak menginginkan masalah sengketanya tersebar luas melalui 
orang ke orang ataupun media massa.  
Pasca kemerdekaan Indonesia  Mahlamah Agung pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi 
berdasarkan Pasal 25 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Sejak di terbitkannya 
Ketentuan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Th 2003 mengenai prosedur mediasi di 
Pengadilan, mediasi di pengadilan atau dalam bahasa lain court annexed mediation 
mulai di berlakukan. Perma ini bertujuan sebagai bentuk penyempurnaan Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun . 2002 tentang  Pemberdayaan Pengadilan 
Tingkat Pertama dalam meinterpretasikan Lembaga perdamaian juga mewajibkan 
kepada hakim agar terlebih dahulu berupaya mendamaikan pihak berperkara sebelum di 
lanjut ke tahap sidang pemeriksaan perkara.3  
Keberadaan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai 
Penyempurnaan dari Perma No.2 Tahun 2003 dan Perma No. 1 Tahun 2018 secara lebih 
luas membahas peraturan, serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi. Dengan 
berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini sebgaai 
tuntutan bagi penegak hukum maupun para pencari keadilan agar bersifat aktif dalam 
menyelenggarakan upaya perdamaian di pengadilan. 
                                                
3 Dr. Dwi Rezki Astriani, S.H., M.H, Mediasi Pengadilan: Salah Satu benyuk Penyelesaian Sengketa 
Berdasarkan  Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, (Bandung: P.T ALUMNI ), h. 129  
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Dengan di berlakukannya Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan ini sebagai tuntutan bagi penegak hukum maupun para pencari keadilan agar 
bersifat aktif dalam menyelenggarakan upaya perdamaian di pengadilan. 
 
B. Metode Penelitian  
Jenis Penelitian yang di gunakan dalam Studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan 
objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B. Adapun 
pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan 
yuridis formal. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder serta data tersier (bahan tambahan). Adapun metode pengumplan data yang di 
lakukan, adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tekhnik pengolahan data yang 
dilakukan adalah dengan odentifikasi data, reduksi kata, an editing data. Untuk 
melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan di sajikan di lakukan dengan 
cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan kooperatif. 
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
Usaha perdamaian tetap terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Pasal 130 
HIR/154 Rbg menjelaslan bahwa apabila telah pada hari sidang yang telah ditetapkan 
lalu kedua belah pihak hadir, peran hakim ialaha berusaha aktif  medamaikan mereka 
juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan perdamaian. Jika 
usaha perdamaian tersebut berhasil maka dibuatkan dalam bentuk surat perjanjian di 
bawah tangan kemudian di sampaikan kepada hakim majelis yang menangani perkara 
tersebut. Selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan acte van vegerlihjk yang 
menuntutu keuda belah pihak menunaikan hasil dari kesepakatan perdamaian. Putusan 
perdamaian ini, dapat di eksekusi karena mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan putusan biasa juga tidak dapat di lakukan upaya hukum.4 
                                                
4 Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 105.  
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Eksistensi Mediasi di Pengadilan bermula  ketika  Mahkamah Agung RI menrbitkan 
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 kemdian di ubah dalam Peratran 
Mhakamah Agung No 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur mediasi.5 Secara 
umum, Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian 
menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Prosedur Mediasi secara bertahap di 
jelaskan dalam Perma No.1 Tahun 2016 dimana lebih jelas di bahas pada Bab IV yakni 
tahapan Pramediasi. 
Mediasi hanya boleh di tangani oleh seorang mediator yang di pilih oleh pihak yang 
bersengketa. Namun setelah di berlakukannya Perma No.1 Tahun 2016 maka mediasi 
dapat di tangani lebih dari satu mediator, dengan pertimbangan demi terdapat sengketa 
yang tingkat kesulitannya tinggi dan sebagai suatu upaya untuk mempercepat proses 
penyelesaiaan mediasi.6 Mediator dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat 
menelusuri berbagai opsi atau jalan alternatif penyelesaian terbaik.  Oleh karenanya 
mediator wajib mendorong lahirnya ide-ide yang konstruktif  atau membnagun demi 
terbangunnya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi merusak atau deskriktif 
melalui isu-isu todak berhubungan dengan penyelesaian sengketa sehingga menyudutkan 
salah satu pihak..7 
Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Syamsur Rijal Aliyah S.H.,M.H salah satu 
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, beliau menjelaskan bahwa 
para pihak berhak memilih mediatornya apakah dari mediator yang telah terdaftar di 
pengadilan ataupun mediator dari luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 19. Beliau 
juga menjelaskan bahwa rentan waktu pelaksanaan mediasi 1 bulan dengan waktu yang 
d gunakan biasanya 30 menit setiap kali pertemuan di ruang Mediasi. “Mediasi di 
lakukan dengan jangka waktu 1 bulan, biasanya setiap pertemuan berlangsung selama 30 
menit, apabila para pihak mulai saling sepaham dan muncul niat untuk berdamai maka 
                                                
5 Fatahillah A Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan 
Sistem Peradilan, (Bandung: CV Mandar, 2012), hal. 12.   
6 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi ( Jakarta: Kencana, 2016), hal. 49.  
7 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 263.  
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mediasi di perpanjang 30 menit atau di jadwalkan pada pertemuan selanjutnya untuk 
para pihak yang bersangkutan.8 
Proses Mediasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengadilan. Hakim 
mempunyai kewajiban untuk melakukan prosedur mediasi dalam mengangani perkara 
gugatan. Mediasi di rancang seefektif mungkin agar dapat meningkatkan eksistensi 
perdamaian di pengadilan. 
Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu advokat di pengadilan agama 
Pinrang beliau menjelaskan seputar persoalan mediasi dalam perannya sebagai kuasa 
hukum mendampingi pihak yang di mediasi sebagai kliennya. “Hakim selalu berusaha 
untuk mendamaikan para Pihak. Biasanya selalu di dahulukan dengan mendengarkan 
keterangan masing-masing. Baru setelah itu di cari jalantengah” ungkapnya ketika di 
wawancarai, selain itu beliau juga menegaskan bahwa hakim mediator menyampaikan 
pendapat biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan baik yurisdis, psikologis, dan 
sosiologis.9 
Berdasarkan hasil penelitian baik dalam bentuk pertanyaan wawancara maupun 
pengamatan langsung penulis selama melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama 
Pinrang Kelas I-B, menurut hemat penulis sendiri bahwa prosedur mediasi di Pengdilan 
Agama Pnrang Kelas I-B telah sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
 
2. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang 
Kelas I-B  
Pelaksanaan mediasi yang bersifat tertutup memungkinkan para pihak untuk 
bermusyawarah lebih dalam membahas segala aspek dan tidak terbatas pada obyek yang 
di perkarakan. Penyelesaian di bentuk sesuai keinginan para pihak yang bertikai dan di 
terima tanpa paksaan dari pihak manapun. Sehingga dengan mufakat yang kolaboratif 
                                                
8 Bapak Drs Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, 
Wawancara, (04 Juli 2020)  
9 Aidil Mustain, S.H, Advokat Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, Wawancara, (05 juli 2020)  
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akan menciptakan hasil seimbang antara para pihak yang berperkara (win- win Solution). 
Memfaslitasi, berusaha dan bersunggh-sungguh membantu para pihak bersengketa 
mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, 
cepat, dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan 
hukum untuk menuju perdamaian yang di sepakati oleh kedua belah pihak merupakan 
bentuk terintegrasinyta mediasi dalam proses acara pengadilan.10 
Perlu di bangun suatu kekuatan dalam upaya memperkuat keunggulan mediasi. 
Keunggulan merupakan kunci dalam beruding bermediasi. keberhasilan mediasi di 
tentukan para pihak itu sendiri, sejauh mana mereka saling membutuhkan satu sama lain 
agar sengketa yang di perdebatkan dapat terselesaikan bukan di tentukan karena rasa 
belas kasihan. H. Ahmad dalam bukunya Eksistensi dan kekuatan mediasi dalam 
penyelesaian sengketa di perdata di pengadilan merangkum 5 kekuatan dalam 
bermediasi, diantaranya:  
a. Kekuatan Hukum; 
b. Kekuatan ekonom; 
c. Kekuatan Politik; 
d. Kekuatan Sosial; 
e. Kekuatan Moral;11 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak yang di mediasi sebagai 
pihak penggugat dalam kasus cerai gugat bahwa hakim mediator telah berupaya, 
mendamaikan dengan pihak tergugat, dengan menggunakan pendekatan agama, 
keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Masing-masing pihak juga telah 
mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila tetap melanjutkan perkara, namun 
dari pihak penggugat sudah menetapkan dari awal mendaftarkan perkara ke pengadilan 
untuk tetap pada permohonan. “Saya sebagai pihak penggugat memang sudah sungguh-
                                                
10 I Made Sukadana, Mediasi Peradilan : Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam 
Rangka mewujudkan Prose Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 
2012), hal. 112.   
11 H. Ahmad “Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, 
Jurnal Fakultas Syari’ah dan Ekonomi  IAIN Mataram, Vol 13 No. 1 Juni 2014 
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sungguh dari awal untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan pisah, karena jauh 
sebelum mediasi saya sudah pertimbangkan segala dampak dan kemungkinan yang akan 
say ahadapi ketika akan mengambil keputusan untuk cerai gugat”. Ujar Ibu Nur Asma 
ketika di wawancarai.12 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya angka keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B menurut pengamatan penulis adalah dari faktor 
para pihak itu sendiri. Dari banyaknya perkara perdata yang terdaftar di kantor 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B hany sebagian kecil yang melalui proses mediasi, 
di karenakan pihak tergygat tidak menghadiri agenda sidang pemeriksaan. 
Agar dapat memahami peluang dan tantangan pelaksanaan mediasi di pengadilan agama 
Pinrang Kelas I-B, berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel. 
Tabel 1. Peluang dan Tantangan Mediasi  
di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
Peluang Tantangan 
Pelaksanaan Mediasi bersifat tertutup 
memungkinkan para pihak untuk 
bermusyawarah lebih dalam membahas 
segala aspek dan tidak terbatas pada 
obyek perkara 
Para pihak bersengketa kurang 
beritikad baik dalam menempuh 
mediasi. 
Penyelesaian di bentuk sesuai 
keinginan para pihak yang bertikai dan 
di terima tanpa paksaan dari pihak 
manapun. 
Pihak bersangkutan (tergugat) tidak 
mengahadiri agenda sidang 
pemeriksaan, sementara dalam Perma 
No.1 Tahun 2016 pasal empat (4) ayat 
dua (2) huruf b, menegaskan bahwa 
sengketa yang di kecualikan dari 
kewajiban penyelesaian melalui 
mediasi ialah sengketa yang 
                                                
12 Ibu Nur Asma, Pihak yang di Mediasi Sebagai Penggugat dalam Perkara Cerai Gugat, Wawancara, 
(05 Juni 2020)  
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pemeriksaannya dilakukan tanpa 
hadirnya penggugat atau tergugat yang 
telah di panggil secara patut.  
Para pihak yang bersengketa bebas 
memilih pihak ketiga sebagai 
Mediator. Baik mediator yang telah 
terdaftar di pengadilan atau mediator di 
luar pengadilan. 
 
Mediasi dapat dilakukan di ruang 
Mediasi pengadilan atau tempat lain 
yang telah di sepakati oleh para pihak. 
 
 
3. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
Efektif berasal dari bahasa Inggris yakni effective berarti berhasil. Adapun dalam kamus 
besar bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang apabila di berlakukan ada efeknya, 
pengaruh, atau akibatnya. Maka untuk mengaetahui kefektifan suatu hukum atau 
Undang-undang yang telah di berlakukan perlu menggunakan analisis teori efektivitas, 
sehingga dapat di ukur sejauh mana peraturan tersembut berkontribusi sesuai dengan 
maksud di bentuknya, sekaligus mengetahui kekurangan atas undang-undang atau 
peraturan yang telah di berlakukan tersebut. Sorjono Soekanto membagi lima faktor 
yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yakni faktor hukum itu sendiri 
(Undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana/ fasilitas, faktor masyarakat 
setempat, dan faktor kebudayaan suatu daerah. 
Untuk dapat mengetahui timgkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang 
Kelas I-B maka penulis menggunakan data perkara yang di mediasi di Pengadilan 
Agama Pinrang Kelas I-B tahun 2019, 2020. Data ini diperoleh dari rangkuman selama 1 
tahun perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B mencakup 
perkara yang berhasil di mediasi dan perkara yang tidak berhasil di mediasi. Dengan 
penggunaan data ini, akan mempermudah mengetahui jumlah perkara yang di mediasi 
serta persentasi keberhasilan mediasi tahun 209, 2020. 
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Penulis akan menampilkan diagram untuk jumlah perkara perdata yang terdaftar di 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tahun 2018, 2019, 2020. Khusus tahun 2020 
penulis hanya menyajikan data sejak bulan januato hingga bulan mei, hal ini di 
karenakan waktu penyusunan penelitian ini juga tepat di tahun 2020. 
Intensitas Perkara Perdata di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
 
 
Dari diagram di atas, dapat kita ketahui peningkatan jumlah perkara perdata yang di 
tangani Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B pertahunnya, pada tahun 2018 perkara 
perdata gugatan yang masuk sebanyak 883, di tahun 2019 perkara perdata gugatan yang 
masuk sebanyak 1.062 dan pada pertengahan tahun 2020 perkara perdata gugatan yang 




Tabel 2. Perkara yang di Mediasi  
di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B Tahun 2019 











2018 2019 2020 (bulan 1- 5)
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1 Januari 8 0 8 
2 Februari 8 0 8 
3 Maret 5 0 5 
4 April  5 0 5 
5 Mei 11 0 11 
6 Juni 3 0 3 
7 Juli 13 0 13 
8 Agustus 8 1 7 
9 September 8 0 8 
10 Oktober 7 0 7 
11 November 3 0 3 
12 Desemeber 8 0 8 
 Total 87 1 86 








𝑥100%73 = 1,14 % 
 
Perhitungan persentasi perkara yang berhasil di mediasi oleh Pengadilan Agama 






Tabel 3. Perkara yang di Mediasi  
di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B Tahun 2020 
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1 Januari 8 1 7 
2 Februari 4 0 4 
3 Maret 6 0 6 
4 April  11 0 11 
5 Mei 2 0 2 
 Total 31 1 30 
Sumber: Kantor Pengadilan Agama Pinrang 
1
31
𝑥100%73 = 3,22 % 
 
Perhitungan persentasi perkara yang berhasil di mediasi oleh Pengadilan Agama 
Pinrang Kelas I-B selama tahun 2020 bulan januari hingga Mei adalah sebesar 3,22 %. 
Dari Hasil keseluruhan tabel dapat dilihat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan 
Agama Pinrang Kelas I-B tahun 2029 dan pertengahan tahun 2020 relatif rendah, hal 
ini dapat dilihat dari persentasi keberhasilan mediasi di tahun 2019 hanya mencapai 
10,4% dimana perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 1 perkara yakni cerai gugat 
dengan nomor 365/Pdt.G/2019/Pa Pinrang.Pada pertengahan tahun 2020 persentasi 
keberhasilan mediasi hanya mencapai 3,22% dimana perkara yang berhasil di mediasi 
sebanyak 1 yakni perkara cerai gugat dengan nomor 109/Pdt.G/2020/Pa Pinrang. 
Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Pinrang Kelas I-
B relatif rendah, hal ini dapat menyebabkan penumpukan perkara dikarenakan 
banyaknya perkara yang tidak berhasil melalui proses mediasi dan harus putus melalui 
proses sidang perkara. Namun tetap merupakan suatu prestasi karena setiap tahunnya 





Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kurangnya angka keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B menurut penagamatan penulis sendiri adalah dari 
faktor para pihak itu sendiri. Dari banyaknya perkara perdata yang terdaftar di 
Efektivitas  Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  
Mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
 
Citra Widyasari S, A. Qadir Gassing 
 
376 | QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020  
Pengadilan Agama Pinrang kelas I-B hanya sebagian kecil yang melalui proses mediasi, 
dikarenakan pihak tergugat tidak mengahadiri agenda sidang pemeriksaan. Sementara 
dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b menegaskan bahwa sengketa 
yang di kecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi ialah sengketa yang 
pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil 
secara patut. Sehingga hal tersebut meyebabkan penumpukan perkara juga banyaknya 
perkara yang di putus secara verstek. Oleh karena itu , menurut penulis Pengadilan 
Agama Pinrang kelas I-B perlu mensosialisasikan Perma No. 1 Tahun 2016 kepada 
masyarakat agar dapat memahami  keunggulan dan manfaat penyelesaian sengketa 
melalui mediasi. Juga Kepada Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B 
melakukan evaluasi terkait Pelaksanaan Mediasi sebagai upaya menambah tingkat 
keefektifan Perma No. 1 tahun 2016 juga menambah jumlah keberhasilan mediasi itu 
sendiri. 
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